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PUTUSAN
Nomor 395/Pdt.G/2023/PA.Tar
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Sajau, 08 Januari 1985, umur
38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di
ALAMAT

melawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Soppeng, 02 Mei 1982, umur
41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Tidak Bekerja, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juli 2023 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan, @ Nomor
395/Pdt.G/2023/PA.Tar, tanggal 24 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Agustus 2003, Penggugat dan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi

Kalimantan Utara, Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal ;
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2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat
kediaman bersama di rumah sewa di ALAMAT hingga pisah;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana
layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:

a. ANAK 1, tempat, tanggal lahir : Tanjung selor, 03 Maret 2003,

pendidikan terakhir SD, saat ini anak tersebut telah berkeluarga;

b. ANAK 2, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 07 April 2008, tidak lulus

SD, saat ni anak tersebut diasuh oleh Tergugat;

C. ANAK 3, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 13 September 2015,

pendidikan sekarang SD, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

d. Alfira binti Aris, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 24 April 2019, saat

ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa, sejak bulan April tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat mulai
terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat menggunakan
narkoba jenis shabu-shabu;

5. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat
sering mengatakan akan menceraikan Penggugat;

6. Bahwa, akibat perselisihan tersebut, puncaknya pada bulan Juli tahun
2018, Tergugat di tahan di rumah tahanan hingga sekarang Selama itu pula
tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat,
serta tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat untuk Penggugat,
sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat dibantu oleh
anak kedua Penggugat;

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cg. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :
Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar rukun membina
rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX atas nama Penggugat
dengan Tergugat sebagai suami isteri, yang diterbitkan oleh Kepala
KUA Tarakan Timur Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara tanggal 14
Agustus 2003, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen) dan
setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya |,
lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor
XXX, tanggal 06 Nopember 2018 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri
Tarakan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
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dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh
Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak
mengajukan apapun lagi di persidangan selanjutnya mohon kepada majelis
agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk
Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di depan
persidangan dengan cara dan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di
dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh
karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak hadir menghadap, dan tidak
pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang
sah menurut hukum, maka dengan demikian Tergugat yang telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan,
haruslah dinyatakan Tergugat tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab
maupun mempertahankan dalil-daliinya menjadi gugur, oleh karena itu
berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan
diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), kecuali apabila gugatan tersebut
ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan
dengan ketentuan kaidah fighiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Ahkam
Al Qur’an juz Il halaman 405 sebagai berikut:

ad 65V plls g9 vy 019 Guoliuwoll plSS (Ho oS Wl (nE5 o

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di
persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia
termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap

Tergugat dengan alasan Tergugat dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri
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Tarakan dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda
sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila
denda dimaksud tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3
(tiga) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “Tanpa Hak atau melawan hukum Narkotika Golongan | bukan
tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada
ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, yaitu salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun
atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, dinyatakan apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah
satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan
perceraian, sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan Salinan Putusan
Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan
yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dali-dalill
gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P1 dan P.2;

Menimbang, bahwa identitas Penggugat dalam surat gugatannya
telah menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga sesuai
ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
perkara ini menjadi kompetensi relatif dan merupakan wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Tarakan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi
bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan
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Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,
serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai
Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata sehingga harus
dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
sah, menikah pada tanggal 14 Agustus 2003, hal tersebut sesuai ketentuan
Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu
Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai legal standing
untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka telah terbukti bahwa
Tergugat oleh Pengadilan Negeri Tarakan melalui putusannya Nomor XXX,
tanggal 06 Nopember 2018, Tergugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama
12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar
rupiah) dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayar maka diganti
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat terhadap Tergugat
telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan
Penggugat haruslah dinyatakan telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah
terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka Majelis Hakim
berpendapat gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat,
sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 surat gugatan, maka
berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in shughra dari Tergugat atas diri
Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada
Penggugat;
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Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp520000,00 ( lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tarakan pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023 Masehi
bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah oleh Mustamin, Lc.
sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.l., M.H.l. dan Nur Triyono,
S.H.l., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sapruddin,
S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd. Ttd.
Ayu Nur Rahmawati, S.H.l., M.H.I. Mustamin, Lc.
Hakim Anggota,
Ttd.

Nur Triyono, S.H.l., M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.
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Sapruddin, S.Kom., S.H.

Perincian Biaya Perkara:
- PNBP 'Rp 60.000,-

- Proses ‘Rp 75.000,-
- Pemanggilan ‘Rp 375.000,-
- Meterai :Rp 10.000,-

Jumlah :Rp 520.000,-
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)
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